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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan pembagian nafkah pasca perceraian terus menjadi topik 

aktual dan kompleks dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks Hukum 

Keluarga Islam, isu ini bukan hanya berkaitan dengan kewajiban finansial, 

tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan gender yang lebih luas 

(Nasution, 2019). Ketika rumah tangga berakhir dalam perceraian, pihak 

perempuan kerap menjadi kelompok yang paling rentan, baik secara hukum 

maupun ekonomi.  

Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran, 

perilaku, serta harapan terhadap laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. 

Berbeda dengan jenis kelamin biologis (seks), gender mencerminkan norma 

dan struktur sosial yang memengaruhi akses individu terhadap hak, kewajiban, 

dan sumber daya1. 

Fenomena ketidakadilan gender dalam pembagian nafkah pasca 

perceraian banyak terungkap di ruang publik. Misalnya, Komnas Perempuan 

dalam laporan tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 60% perempuan pasca 

perceraian mengalami kesulitan dalam mengakses nafkah sebagaimana yang 

telah diputuskan oleh pengadilan. Hambatan tersebut meliputi sistem eksekusi 

 
1 Dalimoenthe, I. (2021). Sosiologi gender. Bumi Aksara. 
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yang lemah, bias budaya patriarkal, serta rendahnya kesadaran hukum di 

kalangan masyarakat. 

Tingginya angka perceraian di Kota Cirebon selama periode 2022 hingga 

2024 menegaskan urgensi perhatian terhadap persoalan pembagian nafkah 

pasca perceraian. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Kota Cirebon, 

tercatat 946 perkara perceraian pada tahun 2022, 887 perkara pada 2023, dan 

889 perkara pada 2024, dengan mayoritas diajukan oleh pihak perempuan 

melalui cerai gugat. Meskipun jumlah perkara cukup tinggi, hanya sebagian 

kecil mantan istri yang memperoleh nafkah sesuai ketentuan hukum. Sebagai 

contoh, pada tahun 2022 hanya terdapat 36 putusan yang mencantumkan 

pembebanan nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak secara normatif, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 

Tahun 2019 sebagai amandemennya, telah mengatur tentang hak dan 

kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian. Akan tetapi, 

penjabaran undang-undang tersebut dalam praktik masih belum berjalan secara 

konsisten dan adil, terutama dalam menjamin hak nafkah bagi perempuan. 

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami 

kepada mantan istri selama masa iddah, sebagai bentuk tanggung jawab 

pascaperpisahan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sedangkan nafkah pasca 

perceraian mencakup seluruh bentuk kewajiban finansial mantan suami 

terhadap mantan istri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap, 

termasuk nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak (jika ada)2. 

 
2 Wahyudi, M. I. (2009). Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer. Pustaka Pesantren. 
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Salah satu akar permasalahan dari kegagalan implementasi ini adalah 

tidak tersedianya sistem perlindungan hukum yang efektif dan berpihak pada 

korban. Selain itu, adanya bias dalam penafsiran peraturan oleh aparat penegak 

hukum, serta kelemahan dalam mekanisme eksekusi, turut memperburuk 

kondisi perempuan pasca perceraian. Faktor ekonomi dan ketergantungan 

sosial juga menjadikan perempuan dalam posisi tawar yang lemah. 

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, keadilan gender seharusnya 

menjadi prinsip utama, tidak hanya dalam ikatan pernikahan, tetapi juga dalam 

proses pasca perceraian. Hak perempuan atas nafkah harus dipenuhi sebagai 

bentuk tanggung jawab moral dan legal mantan suami. Ketika prinsip ini tidak 

dipraktikkan secara konsisten, maka kerangka hukum yang seharusnya 

melindungi justru kehilangan maknanya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam 

mengenai implementasi pembagian nafkah pasca perceraian, khususnya di 

Kota Cirebon. Penelitian ini tidak hanya akan menelaah ketentuan normatif, 

tetapi juga menganalisis sejauh mana norma hukum dapat bekerja secara 

substantif dalam konteks sosial yang nyata. Dengan demikian, pendekatan 

yuridis sosiologis menjadi landasan metodologis yang relevan untuk 

mengungkap dinamika tersebut. 

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengeksplorasi 

ketimpangan gender dalam pembagian nafkah pasca perceraian pada konteks 

cerai gugat di Kota Cirebon. Selama ini, sebagian besar kajian hukum keluarga 

Islam masih berfokus pada aspek yuridis normatif secara umum, tanpa 
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menelusuri lebih dalam konteks sosial, budaya, dan pengalaman perempuan 

sebagai pihak penggugat cerai. 

Belum banyak penelitian terdahulu yang secara khusus menganalisis 

kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik implementasi pembagian nafkah 

pasca perceraian dalam wilayah spesifik seperti Kota Cirebon, terutama 

melalui pendekatan perspektif gender. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan 

pemahaman yang lebih kontekstual, kritis, dan aplikatif dalam kerangka hukum 

keluarga Islam yang berkeadilan gender. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Ke.tidakadilan ge .nde.r dalam pe .mbagian nafkah pasca pe .rce.raian di Kota 

Cire .bon.  

2. Imple.me .ntasi pe.raturan pe .rundang-undangan yang kurang te .pat dalam 

pe.mbagian nafkah pasca pe .rce .raian. 

3. Adanya bias ge.nde.r dalam pe .laksanaan Hukum Ke .luarga Islam te.rkait 

nafkah pasca pe .rce.raian. 

4. Kurangnya ke .sadaran masyarakat me .nge .nai pe .ntingnya ke .adilan ge .nde.r 

dalam pe.mbagian nafkah pasca pe .rce.raian. 

5. Minimnya re .visi te .rhadap pe .raturan pe.rundang-undangan yang ada untuk 

me .ngakomodasi ke .adilan ge .nde.r. 

6. Ke.tidakse.larasan antara te.ori ke.adilan ge .nde.r de .ngan praktik di lapangan. 

7. Re.ndahnya pe .ndidikan me .nge .nai hak-hak pe .re.mpuan dalam hukum 

ke.luarga Islam. 
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C. Fokus Masalah 

Be .rbagai tantangan dalam pe .mbagian nafkah pasca pe .rce.raian di Kota 

Cire.bon, te.rutama dalam konte .ks ke.adilan ge .nde.r dan e.fe.ktivitas ke.bijakan 

yang be.rlaku. Hasil analisis me .nunjukkan bahwa pe .re .mpuan masih 

me.nghadapi ke.sulitan dalam me .mpe.role.h hak-haknya se .suai de.ngan prinsip 

Hukum Ke.luarga Islam, te .rutama dalam imple .me.ntasi Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Faktor sosial, budaya, 

e.konomi, dan hukum te .rbukti be.rpe.ran dalam me.nghambat akse .s pe.re.mpuan 

te.rhadap hak nafkah me .re.ka, yang se .ring kali tidak te.rlaksana se .cara optimal. 

Be .rbagai praktik di lapangan me .nunjukkan adanya ke .se .njangan dalam 

siste.m yang ada, di mana pe .re.mpuan yang me .ngajukan tuntutan nafkah se .ring 

kali me.nghadapi ke .ndala administratif dan sosial yang me .mpe.rburuk kondisi 

me.re .ka. Dari analisis yang te .lah dilakukan, dite .mukan bahwa ke.le.mahan 

dalam me .kanisme . e.kse.kusi putusan pe .ngadilan me .njadi salah satu pe .nye .bab 

utama ke.tidakadilan yang te .rjadi. Ole.h kare .na itu, re .kome.ndasi yang dibe.rikan 

be.rfokus pada pe .nguatan re.gulasi, pe .ningkatan ke .sadaran hukum, se.rta 

pe.rbaikan me.kanisme. e .kse .kusi agar pe .mbagian nafkah pasca pe .rce .raian le .bih 

me.nce.rminkan prinsip ke .adilan ge.nde.r dan me .mbe.rikan pe.rlindungan yang 

le.bih e.fe .ktif bagi pe .re.mpuan. De.ngan pe.nde .katan yang le.bih inklusif dan 

siste.m hukum yang le .bih te.gas, diharapkan pe .re.mpuan yang me.ngalami 

pe.rce .raian dapat me .mpe.role .h hak me .re.ka se .cara adil dan be.rke.lanjutan. 

Untuk me .mahami pe .mbagian nafkah pasca pe .rce.raian, be .be.rapa rujukan 

utama digunakan se .bagai dasar analisis. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
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te.ntang Pe .rkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang me .re.visinya 

me.njadi acuan utama dalam me .lihat re.gulasi yang be .rlaku di Indone .sia. Se .lain 

itu, lite.ratur te .ntang ke.adilan ge .nde.r dalam Hukum Ke.luarga Islam 

me.mbe.rikan pe.rspe.ktif te.oritis yang me .ndukung kajian ini.  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana imple .me.ntasi pe.mbagian nafkah pasca pe .rce.raian di Kota 

Cire .bon se .suai de.ngan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019? 

2. Bagaimana ke .adilan ge.nde.r dite .rapkan dalam pe.mbagian nafkah pasca 

pe.rce.raian di Kota Cire.bon? 

3. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak nafkah bagi 

perempuan? 

E. Tujuan Penelitian 

Pe .ne.litian ini be .rtujuan untuk: 

1. Mengevaluasi implementasi pembagian nafkah pasca perceraian di Kota 

Cirebon berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019. 

2. Menganalisis penerapan prinsip keadilan gender dalam pembagian nafkah 

pasca perceraian di Kota Cirebon. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak nafkah 

bagi perempuan pasca perceraian. 

F. Manfaat Penelitian 

Be.be.rapa  manfaat dari pe .ne.litian ini adalah :  
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1. Manfaat Akade .mik: Kajian ini be .rkontribusi dalam pe .nge.mbangan ilmu 

hukum ke .luarga Islam, khususnya dalam me .mahami ke .adilan ge .nde.r 

dalam pe .mbagian nafkah pasca pe .rce.raian. Se .lain me .mpe.rkaya lite.ratur 

akade.mik, pe.mbahasan ini dapat me .njadi rujukan bagi pe .ne .litian le .bih 

lanjut me.nge.nai maqashid syariah dalam konte .ks hukum ke.luarga, 

se.hingga me .mbe.rikan pe .rspe .ktif yang le.bih me.ndalam bagi para 

akade.misi dan pe.ne .liti yang te.rtarik de .ngan topik ini. 

2. Manfaat Praktis: Kajian ini me .mbe .rikan wawasan bagi para praktisi 

hukum, te .rutama hakim dan pe .ngacara di Pe.ngadilan Agama, dalam 

me .ngimple.me .ntasikan prinsip ke.adilan ge.nde.r dalam pe.mbagian nafkah 

pasca pe.rce.raian. De .ngan pe.mahaman yang le .bih me .ndalam, diharapkan 

ke.putusan hukum yang diambil dapat le .bih adil dan me .rata, te .rutama 

dalam me .mbe.rikan pe.rlindungan bagi pe .re .mpuan. Se .lain itu, kajian ini 

juga me.njadi re .fe.re.nsi bagi para pe.mbuat ke.bijakan dalam me .rumuskan 

aturan yang le.bih se.nsitif te .rhadap aspe.k ge.nde.r. 

3. Manfaat Sosial: Pe .maparan me .nge.nai ke .adilan ge.nde .r dalam pe .mbagian 

nafkah pasca pe.rce.raian be .rtujuan untuk me .ningkatkan ke .sadaran 

masyarakat te.rhadap pe.ntingnya pe.rlindungan hak pe .re.mpuan. De .ngan 

informasi yang le .bih luas, diharapkan masyarakat se .makin me.mahami 

se.rta me.ndukung imple .me .ntasi siste .m yang le.bih adil, se.hingga 

ke.tidakadilan ge .nde.r yang se .ring te .rjadi dalam praktik hukum ke .luarga 

dapat diminimalisir. 
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4. Manfaat Hukum: Kajian ini me .ndukung pe.rbaikan hukum ke .luarga Islam 

agar le.bih adil ge .nde .r. De.ngan re.kome.ndasi te.pat, diharapkan re.gulasi 

se.makin re .sponsif dalam me .lindungi hak pe .re.mpuan dan me.ngatasi 

ke.timpangan.. 

5. Manfaat Ke.bijakan: Kajian ini me.mbe.rikan wawasan bagi pe .mbuat 

ke.bijakan dalam me .rumuskan aturan yang adil dan be .rke .lanjutan te.rkait 

nafkah pasca pe .rce.raian. De .ngan me .mpe.rtimbangkan be .rbagai aspe.k, 

ke.bijakan yang dihasilkan diharapkan dapat me .ngurangi ke .tidakadilan 

ge.nde .r dan me .nawarkan solusi yang le .bih e .fe.ktif bagi pihak te .rdampak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


